
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kemitraan Antara Kepala Desa dengan Kapitan 

Taboy dalam Penyelesaian Masalah Sosial, di Desa Nansean Kecamatan Insana 

Kabupaten TTU” sebagaimana yang terurai pada bab V maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Kemitraan langsung: 

 

Kepala desa, aparat desa dan lembaga adat mengadakan diskusi untuk mencari solusi 

guna mencegah masalah sosial. Hal ini dapat dibuktikan karena pemerintah desa dan 

Lembaga adat sudah melakukan tindakan pencegahan seperti bimbingan, pengarahan dan 

ajakan. Pembinaan ini dilakukan pada setiap akhir tahun. 

Kemitraan tidak langsung: 

 

1. Pelaksanaan ritual adat serta pemberian sanksikepada masyarakat yang terlibat 

masalah sosial. Dalam kehidupan masyarakat Nansean masih ada ritual adat yang 

dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial. Ritual adat ini 

dianggap mempunyai kekuatan serta nilai-nilai yang relevan. Berdasarkan temuan 

peneliti membuktikan bahwa pemerintah desa dan lembaga adat saling 

bekerjasama dalam pemberian denda kepada pelaku berupa sapi, babi, sopi, beras, 

dan uang. 



 

 
2. Dalam penyelesaikan masalah sosial di desa Nansean lembaga adat masih 

berperan aktif Lembaga adat tersebut dikenal dengan nama Kapitan 

Taboy.Menurut kapitan Taboy sekarang, kata kapitan berasal dari bahasa Inggris 

yaitu kaptein atau pemimpin. Karena cara pengucapan saat itu tidak jelas sehingga 

masyarakat hanya bisa menyebutkan kapitan. Bukti yang menunjukan sebagai 

kapten karena didalam rumah adat Kapitan Taboy terdapat sebuah pisau keris, 

kelewang yang bercap VOC, giring-giring kuda, serta alas kuda 

6.2 Saran. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas yang berhubungan dengan kemitraan pemerintah desa dan 

lembaga adat Desa Nansean maka disarankan: 

Kemitraan Langsung: 

 

Pemerintah desa dan lembaga adatdapat memperkuat kerjasama dengan cara mengadakan 

pertemuan formal bersama masyarakat mengenai pencegahan masalah sosial. 

Kemitraan Tidak Langsung: 

 

1. Aparat pemerintah desa dan lembaga adat harus memberikan sangksi yang tegas 

kepada pelaku yang terlibat masalah sosial. 

2. Pemerintah desa dan lembaga adat harus saling menghormati dan menghargai 

dalam menyampaikan pendapat. 
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